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REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2004

TENTANG

PERLINDUNGAN HUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 46 sampai

dengan Pasal 51, Pasal 77 dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah

tentang Perlindungan Hutan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang

Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan …
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Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4412);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi

Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan :

1. Perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi

kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh

perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan

penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara,

masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan,

investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

2. Polisi …
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2. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi

kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya,

menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan

yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus

di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya.

3. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah

yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di

bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya.

4. Satuan Pengamanan Hutan adalah pegawai organik yang diangkat oleh

pimpinan perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau

petugas yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat untuk

melaksanakan tugas pengamanan di areal hutan yang menjadi tanggung

jawabnya.

5. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk

masyarakat hukum adat atau Badan Hukum.

6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

7. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah

Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

8. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di

bidang kehutanan.

Bagian Kedua

Umum

Pasal 2

(1) Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan.

(2) Kegiatan …
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(2) Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Unit atau Kesatuan Pengelolaan

Hutan Lindung (KPHL), dan Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan

Produksi (KPHP).

Pasal 3

(1) Perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 menjadi

kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

(2) Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di

wilayah dan untuk kegiatan tertentu, dapat dilimpahkan oleh

Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak

di bidang kehutanan.

Pasal 4

(1) Dalam rangka kepentingan penelitian, pengembangan, pendidikan dan

pelatihan kehutanan, religi dan budaya, Menteri menetapkan

perlindungan hutan dengan tujuan khusus.

(2) Perlindungan hutan pada kawasan hutan dengan tujuan khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kegiatan :

a. penelitian dan pengembangan dapat diberikan kepada lembaga yang

melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan;

b. pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada lembaga yang

melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan;

c. religi dan budaya dapat diberikan kepada lembaga yang

melaksanakan kegiatan keagamaan dan kebudayaan.

(3) Perlindungan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang perlindungan hutan dengan tujuan

khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh

Menteri.

Bagian …
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Bagian Ketiga

Tujuan dan Prinsip-prinsip Perlindungan Hutan

Pasal 5

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil

hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi

konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 6

Prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :

a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil

hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran,

daya-daya alam, hama, serta penyakit.

b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan

perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

BAB II

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN

Bagian Kesatu

Mencegah dan Membatasi Kerusakan Hutan, Kawasan Hutan dan

Hasil Hutan yang Disebabkan oleh Perbuatan Manusia

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Untuk mencegah, membatasi dan mempertahankan serta menjaga

sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a dan huruf b yang disebabkan

oleh perbuatan manusia, maka Pemerintah, Pemerintah Daerah dan

masyarakat :

a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan perundang-undangan

di bidang kehutanan;

b. melakukan …


